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ABSTRAK :  - bahwa untuk meningkatkan produksi panas bumi nasional, perlu memberikan pembebasan bea 
masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan 
penyelenggaraan panas bumi dan untuk lebih mendukung dan meningkatkan pelayanan, tertib 
administrasi, menjamin kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan 
Bea Masuk dan/ atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk 
Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU No. 7 
Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 8 Tahun 
1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 10 Tahun 1995 
(LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 
(LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam 
rangka impor, yaitu atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dapat 
diberikan pembebasan bea masuk, berupa pemanfaatan tidak langsung, yang meliputi PSPE, 
Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan. 

Diatur pula ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk mendapatkan 
pembebasan bea masuk, jangka waktu, lmpor barang fasilitas, perubahan sebelum realisasi impor, 
pemindahtanganan, pemusnahan, kewajiban penyampaian laporan realisasi, kewajiban 
pembukuan, pengawasan, dan sanksi. 

    

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas 
Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; dan 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas 
Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019. 

  - Lampiran halaman 42-111. 

 


